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KATA PENGANTAR

Laporan ini merupakan Laporan Akhir dari kegiatan Pengkajian Model Kelembagaan dan Pengelolaan Air Irigasi yang dilaksanakan oleh Balai Irigasi Pusat Litbang Sumber Daya Air, Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum yang dibiayai oleh APBN tahun 2011. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengkaji kelembagaan pengelola irigasi sebagai suatu cara untuk meningkatkan fungsi kelembagaan dan pengelolaan air irigasi saat ini. Sasaran output dari kegiatan tahun 2011 ini adalah naskah Kebijakan (Policy Paper) Model Kelembagaan Pengelolaan Air Irigasi.
Masukan, saran dan kritik sangat kami harapkan untuk menyempurnakan pelaksanaan kegiatan ini. 
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ABSTRAK

Kegiatan ini berlangsung mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji lembaga pengelola irigasi di lapangan sebagai suatu cara untuk mengetahui potret kelembagaan dan pelaksanaan pengelolaan irigasi saat ini. Dengan sasaran output berupa Policy paper (naskah kebijakan) Model Kelembagaan Pengelolaan Air Irigasi.
Pengumpulan data dilakukan di Jawa Timur (Jombang) dan Sulawesi Selatan (Makassar dan Maros). Survai lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview). Responden yang telah dipilih terdiri dari kelembagaan pengelolaan irigasi, yaitu instansi pemerintah yang membidangi irigasi, komisi irigasi dan P3A. 
Berdasarkan hasil pengkajian di lapangan, kelembagaan pengelolaan irigasi cenderung tidak berfungsi optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh (i) kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah (Dinas PSDA, Pertanian dan Bappeda) di daerah dalam melaksanakan pengelolaan irigasi; (ii) pembiayaan yang masih relatif kurang mencukupi sehingga komisi irigasi menjadi pasif; (iii) kebiasaan petani/P3A menerima bantuan dari pihak lain dapat menyebabkan berkurangnya kemandirian petani/P3A; (iv) kurangnya SDM pengelola irigasi di lapangan sehingga pelaksanaan OP kurang maksimal; dan (v) tidak diakomodirnya kearifan lokal yang ada di masyarakat hingga saat ini dalam kelembagaan maupun kegiatan OP. 
Berdasarkan potret tersebut, kelembagaan pengelola irigasi dapat lebih berfungsi optimal bila didukung Peraturan Daerah. Peraturan tersebut selanjutnya digunakan sebagai pegangan dalam mekanisme pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh Institusi Pemerintahan yang membidangi irigasi, Komisi Irigasi maupun P3A. Selain itu, koordinasi antar kelembagaan pengelolaan irigasi harus terjalin dengan baik. Kearifan lokal perlu dipertimbangkan dalam kelembagaan dan OP. Pada tingkat P3A, kearifan lokal sebaiknya dicantumkan dalam AD dan ART saat pembentukan P3A.

ABSTRACT

This research aim to assess irrigation management institutions in the field as a way to find out the portrait of institutional and implementation of irrigation management at this time. Target output of this research is policy paper, regarding the institutional irrigation management model. 
Data collecting conducted at East Java (Jombang) and South Sulawesi (Makassar and Maros) through field surveys and in-depth interviews. Respondents who have chosen consists of the institutional management of irrigation, the government agency that in charge of irrigation, irrigation commissions and Water User Association (WUA).

Based on the results of the assessment, irrigation management institutions tend not to functioning optimally. This is mainly caused by: (i) lack of coordination among government agencies when implementing irrigation management, i.e. water resources agency (Dinas PSDA), agricultural agency (Dinas Pertanian) and regional planning agency (Bappeda); (ii) financing is still relatively inadequate so that the irrigation commission tend to be passive; (iii) farmers or WUA tend to rely only from aid by goverment; (iv) lack of human resources competency so that implementation of the operation and maintenance (OM) cannot be optimally conducted; and (v) local wisdom in the community not integrated in the institutional and OM activity

Based on that, irrigation institutional management can be futher optimized if supported by regional regulation. The regulations should be used as a guidance in while implementing irrigation management by the irrigation authority, Irrigation Commission and WUA. In addition, inter-institutional coordination of irrigation management should be well established. Local wisdom should also be assimilated in in the institutional and OM activity. For instance, WUA should be including local wisdom in it’s regulation (AD and ART) especially when arranging WUA administrators.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan terintegrasi “Pengkajian Optimasi Jaringan dan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan”, kelompok Pendayagunaan Sumber Daya Air (SDA). Kegiatan terintegrasi ini bertujuan untuk memanfaatkan SDA sebagai media dan materi dengan prinsip penghematan, keberlanjutan, pengunaan saling menunjang, pengalokasian, pemeliharaan, pemantauan, evaluasi dan pengembangan, penentuan biaya pengelolaan ditunjang oleh kelembagaan yang handal serta pencegahan konflik kepentingan dalam penggunaan air secara spasial dan temporal.
Irigasi di Indonesia telah dibangun semenjak jaman kerajaan, namun baru dikembangkan oleh pemerintah (Kolonial Belanda) pada pertengahan abad 19. Menurut Pasandaran (2008), terdapat perbedaan pendekatan yang cukup mendasar pada kedua pola pembangunan irigasi tersebut. Pola pertama lebih mengutamakan pengalaman-pengalaman setempat dengan menggunakan sumber daya dan kearifan lokal, sedangkan pada pola kedua, pengalaman-pengalaman yang diperoleh disintesiskan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kemudian dijadikan acuan dalam membuat rancang bangun irigasi.

Pengelola irigasi yang berkembang saat ini merupakan hasil dari pengaplikasian kebijakan. Peraturan Menteri PU No. 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi dan Peraturan Menteri PU No. 33/PRT/M/2007 tentang Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A merupakan kebijakan yang mengatur pengelolaan irigasi di jaringan irigasi teknis yang diberlakukan secara keseluruhan di Indonesia. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut belum dapat berjalan sepenuhnya karena belum sepenuhnya peraturan tersebut dapat diterapkan untuk operasional di lapangan. 

Hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya keterpaduan manajemen irigasi antara pemerintah dan petani dalam satu sistem irigasi. Hal serupa dinyatakan dalam salah satu isu strategis sub bidang Sumber Daya Air (Kementrian PU, 2010) bahwa belum optimalnya kinerja layanan jaringan irigasi saat ini salah satunya dapat disebabkan masih rendahnya keterlibatan petani dan stakeholder lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, menurut Pasandaran dan Taryoto (1993) pengaturan irigasi yang berorientasi pada upaya generalisasi kebijaksanaan, tanpa memperhatikan norma-norma setempat seringkali menghadapi hambatan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap kelembagaan pengelola air irigasi, baik P3A, komisi irigasi maupun instansi pemerintah yang membidangi irigasi.  Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 tahun (2010-2011). Tahun 2010 telah dilaksanakan pengkajian kelembagaan tradisional pengelola irigasi di beberapa lokasi di P. Jawa serta evaluasi kinerja papan pasten sebagai bagian dari pengelolaan irigasi. Dari kegiatan tersebut diperoleh rekomendasi kearifan lokal terkait dengan kelembagaan pengelola irigasi dan penerapan papan pasten yang dapat dijadikan sebagai masukan kebijakan. Untuk itu, pada tahun 2011 Balai Irigasi akan melakukan pengkajian lanjutan terhadap kelembagaan pengelolaan irigasi. Kegiatan ini merupakan salah satu dukungan terhadap terselenggaranya sarana dan prasarana ke-PU-an terutama untuk mendukung rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan PU.   

1.2. Identifikasi Masalah

1. Salah satu belum optimalnya kinerja layanan jaringan irigasi dapat disebabkan karena masih rendahnya keterlibatan petani (P3A) dan stakeholder lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi (Dinas PU, Komisi Irigasi dll). 

2. Pengelolaan irigasi sangat dipengaruhi oleh aspek sosio-kultural dengan ciri khas/kearifan lokal yang berbeda dari lokasi lain (kapital sosial). Hal tersebut menyebabkan suatu kebijakan operasional manajemen irigasi tidak dapat digeneralisasi untuk diberlakukan di setiap sistem irigasi.

3. Kelembagaan pengelola irigasi merupakan suatu bentuk aturan yang dipengaruhi oleh bentuk organisasi, kemampuan sumber daya manusia pengelolanya, mekanisme/pedoman yang digunakan serta pembiayaannya.  

4. Perubahan kebijakan dalam otonomi daerah.

5. Perubahan iklim yang tentu mempengaruhi kondisi ketersediaan air sehingga tentu akan mempengaruhi pengelolaan irigasi dan dapat menyebabkan timbulnya permasalahan air irigasi.

6. Kondisi jaringan irigasi yang seiring dengan bertambahnya usia banyak yang mengalami kerusakan karena operasi dan pemeliharaan yang belum tepat. 

7. Kinerja kelembagaan pengelola irigasi dalam pengelolaan irigasi yang belum optimal. 

8. Kompetensi dan jumlah SDM pengelola irigasi yang masih kurang.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah berupa kinerja kelembagaan pengelola irigasi yang belum optimal. Sehingga perlu dikaji hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja pengelola irigasi tersebut sebagai masukan bagi pengelolaan irigasi ke depan.

1.4. Lingkup Kegiatan

Kegiatan yang akan dilakukan melingkupi pengkajian terhadap aspek organisasi, pembiayaan, operasi dan pemeliharaan irigasi. Untuk tahun 2011, lingkup kegiatan akan mencakup pengkajian kelembagaan pengelola air irigasi, seperti P3A, Komisi Irigasi, serta instansi yang menangani irigasi.
1.5. Tujuan dan Sasaran 
1. Tujuan 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji lembaga pengelola irigasi di lapangan sebagai suatu cara untuk mengetahui potret kelembagaan dan pelaksanaan pengelolaan irigasi saat ini.

2. Sasaran Output (hasil)

1) Tahun 2010: Naskah Kebijakan (Policy Paper) mengenai model kelembagaan pengelolaan air irigasi di P. Jawa

2) Tahun 2011: Naskah Kebijakan (Policy Paper) Model Kelembagaan Pengelolaan Air Irigasi 
1.6. Formulasi Kegiatan 

Efektifitas pengelolaan irigasi sangat erat kaitannya dengan kelembagaan pengelola air irigasi yang ada di lokasi tersebut. Di lapangan masih banyak ditemui P3A yang belum mengelola air irigasi sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap cara pengelolaan air irigasi baik yang dilakukan oleh P3A, Komisi Irigasi maupun instansi lain yang menangani irigasi. Dari kegiatan ini diharapkan diperoleh bahan masukan kebijakan dalam pengelolaan irigasi agar dapat lebih menyinergiskan hubungan antara pemerintah dengan P3A sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan irigasi mendukung terwujudnya irigasi berkelanjutan.  

1.7. Tahapan Kegiatan

Kegiatan ini berlangsung selama dua tahun, mulai tahun 2010 sampai dengan 2011. 

Tahapan Kegiatan Tahun 2010:

1. Pengkajian Kelembagaan Tradisional Pengelolaan Irigasi di Pulau Jawa.   

2. Evaluasi penerapan papan pasten dalam mendukung pengelolaan irigasi di P. Jawa.

3. Kompilasi hasil pengumpulan data.

4. Perumusan dan penyusunan rekomendasi berupa policy paper mengenai model kelembagaan dan  pengelolaan air irigasi terkait kearifan lokal yang dimiliki oleh kelembagaan tradisional serta rekomendasi revitalisasi papan pasten.

Tahapan Kegiatan Tahun 2011:

1. Pengkajian peraturan/kebijakan tentang irigasi

Pengkajian dilakukan terhadap peraturan/kebijakan tentang irigasi, mulai dari UU No. 7/2004, PP No. 20/2006, serta Peraturan-peraturan Menteri PU yang terkait masalah irigasi. 

2. Persiapan (penentuan lokasi dan survai awal)

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dipilih lokasi studi yang sesuai dan selanjutnya dilakukan survai awal. Survai tersebut dimaksudkan untuk penjajakan awal dan mematangkan rencana sebelum dilakukan survai lapangan. Selain itu, disusun pula pedoman wawancara yang akan digunakan dalam pelaksanaan studi.

3. Pengumpulan data

Pengkajian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh P3A, Komisi Irigasi dll. Dipilih P3A yang telah berjalan baik dan kurang baik sebagai pembanding. Dari P3A yang dipilih, diidentifikasi hal-hal yang terkait dengan pengelolaan air irigasi di daerah tersebut.

4. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil evaluasi.

5. Perumusan rekomendasi berupa policy paper mengenai model kelembagaan 

Perumusan rekomendasi (policy paper) dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan. Dalam penyusunannya, dilaksanakan diskusi-diskusi baik dengan narasumber maupun dengan pihak yang terkait dengan penentuan kebijakan mengenai kelembagaan dan pengelolaan air irigasi.

1.8. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan untuk tahun 2011 dilaksanakan di Jawa Timur (Kab. Jombang, Kediri), dan Sulawesi Selatan (Makassar dan Maros).

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Irigasi 

Menurut Small dan Svendsen (1992), dikatakan  bahwa irigasi adalah tindakan intervensi manusia untuk mengubah agihan air dari sumbernya menurut ruang dan waktu serta mengelola sebagian atau seluruh jumlah tersebut untuk menaikkan produksi  tanaman. 

2.2 Kebijakan Pengelolaan Sumber daya air irigasi di Indonesia

Ada tiga faktor yang saling mempengaruhi yang akan menentukan  pengelolaan irigasi di masa mendatang, yaitu produk hukum berupa undang-undang dan peraturan pemerintah, kearifan lokal yang dipraktekkan oleh masyarakat setempat dan perkembangan teknologi (Pasandaran, 2005). 

Sesuai dengan karakteristiknya,  sistem irigasi dapat ditinjau dalam bentuk wujud beberapa sistem. Dari karakteristik komponen penyusun dalam pengelolaan irigasi maka sistem irigasi dapat ditinjau sebagai sebagai sistem sosio-teknis dan transformasi sosio-kultural masyarakat. Tinjauan sistem irigasi sebagai sistem sosio-kultural masyarakat  dimulai dari bahasan Huppert dan Walker dalam Arif (2006) yang menyatakan bahwa sebenarnya sistem irigasi merupakan sistem sosio-teknis. 

Sistem sosio-teknis irigasi mempunyai  ciri kenampakan (attributes) sebagai berikut :

1. Adanya interelasi yang sangat erat antara struktur sosial dan kenyataan teknologis.             

2. Bersifat terbuka dan berinteraksi timbal balik dengan lingkungannya.

3. Berwawasan pencapaian tujuan dan ditentukan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan harapan memperoleh hasil produksi barang (biomassa) dan jasa pelayanan. 

Untuk menyusun suatu konsep kebijakan tentang pengelolaan sumber daya air dan implementasinya diperlukan suatu pemahaman bahwa sistem irigasi merupakan sumberdaya yang bersifat common pool resources, polisentris dan kental dengan aspek sosio-kultural masyarakat.

2.3 Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Dalam PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, dinyatakan bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi. Kelembagaan pengelolaan irigasi tersebut meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.

Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang sangat luas, dimana menyangkut bangunan fisik yang kompleks dan kelompok manusia (P3A dan aparat teknis), pada dasarnya sangat tergantung pada kerjasama. Tugas-tugas penting dalam irigasi seperti memperoleh, mengalokasikan dan mendistribusikan air, porsi kegiatannya setara antara sosial dan teknis, oleh sebab itu menurut Uphoff (2002) dalam Nurnayetti (2006) mengelola irigasi adalah domain yang tepat untuk menguji kapital sosial. 

Dalam konteks otonomi daerah (Kurnia dan Juda Winata, 2000), perspektif organisasi P3A yang dimaksud adalah P3A yang mandiri dalam: organisasi dan manajemen, pengelolaan keuangan, pembiayaan OP, dan menghadapi kekuatan-kekuatan luar. Selama ini kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan P3A memandang institusi tersebut sebagai lembaga sosial. Disisi lain, P3A sebagai organisasi pengelola air irigasi ditingkat lokal semakin dituntut peranannya dalam pengalokasian sumberdaya air yang kompetitif untuk berbagai kepentingan. Hal ini mengandung kontraversi apakah sifat sosial ini masih perlu dipertahankan dalam menghadapi sistem pengelolaan air irigasi yang semakin kompetitif.

Lembaga-lembaga tradisional pengelola irigasi yang sampai saat ini masih bertahan membuktikan betapa pentingnya organisasi dalam pengelolaan air tersebut (Rachman, 2009). Menurut Ambler dalam Rachman (2009) organisasi pengelola air bukan sekedar organisasi untuk kegiatan teknis semata, namun lebih dari itu merupakan lembaga sosial, bahkan di perdesaan Indonesia kandungan kaidah-kaidah yang telah disepakati lebih sarat daripada sarana fisiknya. 
BAB III
METODOLOGI
3.1
Pengumpulan Data
Sumber data utama adalah data primer yang digali dari stakeholders yang terkait dengan pengelolaan irigasi. Data primer yang dikumpulkan meliputi tugas, fungsi dan peran dalam kegiatan pengelolaan irigasi, Kemitraan dengan pihak lain, pembiayaan dll. Adapun data sekunder diperoleh, antara lain: payung hukum/acuan pengelolaan irigasi Peraturan Pemerintah serta hasil penelitian/pengkajian yang telah ada.  

3.2
Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui hasil wawancara mendalam (indepth inteview) dan pengamatan langsung (observasi), sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Untuk memfokuskan penggalian data dan informasi dibuat pedoman wawancara. 

3.3  Pemilihan Informan

Informan yang dipilih adalah stakeholders atau orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan irigasi, misalnya Dinas Pengelola Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Komisi Irigasi, pengurus dan anggota P3A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.4  Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan cara:

1. Seleksi data, merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.  Seleksi data akan memberikan gambaran lebih jelas, mempermudah peneliti untuk menyimpulkan data dan mencari kembali data-data bila diperlukan;

2. Data yang telah diorganisir data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah untuk dipahami;

3. Penarikan kesimpulan 

Informasi selanjutnya digunakan untuk menyusun rekomendasi (policy paper), dilakukan diskusi-diskusi baik dengan narasumber maupun dengan pihak yang terkait dengan penentuan kebijakan mengenai kelembagaan dan pengelolaan air irigasi.
BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
4.1 Pengkajian peraturan/kebijakan tentang irigasi

Pengkajian dilakukan terhadap peraturan/kebijakan tentang irigasi, yaitu:
1. PP No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi

2. PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintan Daerah Kabupaten/Kota

3. Permen PU No. 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif 
4. Permen PU No. 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi

5. Permen PU No. 33/PRT/M/2007  tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.

4.2 Persiapan (penentuan lokasi dan survai awal)

Berdasarkan survai awal lokasi maka dipilih Kab. Jombang, Solo dan Makassar serta Kab. Maros sebagai lokasi pengumpulan data. Lokasi tersebut dipilih sebagai wakil dari atas pertimbangan kondisi kelembagaan pengelolaan irigasinya yang berjalan baik dan kurang baik.
4.3 Pengumpulan data

Pengkajian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh P3A, Komisi Irigasi dan instansi pemerintah yang membidangi irigasi. 

4.4 Analisis Data

Setelah data diperoleh dari lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan menarik kesimpulan dari informasi yang telah diperoleh. 
4.5 Perumusan rekomendasi berupa naskah kebijakan mengenai model kelembagaan 

Perumusan rekomendasi (naskah kebijakan) dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan. Dalam penyusunannya, dilaksanakan diskusi-diskusi baik dengan narasumber maupun dengan pihak yang terkait dengan penentuan kebijakan mengenai kelembagaan dan pengelolaan air irigasi.
BAB V
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN
5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Kajian Kebijakan/Perundangan
Kebijakan yang mengatur mengenai kelembagaan pengelolaan irigasi yaitu:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi

PP ini mengatur mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, kelembagaan pengelola irigasi, wewenang dan tanggung jawab, partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pemberdayaan, pengelolaan air irigasi, pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan aset irigasi, pembiayaan, alih fungsi lahan beririgasi, koordinasi pengelolaan sistem irigasi, pengawasan.

Tabel 1 Kelembagaan pengelolaan irigasi berdasarkan PP 20 tahun 2006

	No
	URAIAN

	I. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

	1
	Pasal 9 (2)
	Kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air dan komisi irigasi

	2
	Pasal 10 (1)
	Perkumpulan Petani wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.

	
	Pasal 10 (2)
	Perkumpulan Petani Pemakai Air dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.

	
	Pasal 10 (3)
	Gabungan perkumpulan petani pemakai air dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

	3
	Pasal 11 (1)
	Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi pada setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk komisi irigasi.

	
	Pasal 11 (2)
	Dalam sistem irigasi lintas provinsi, dapat dibentuk komisi irigasi antar provinsi.

	
	Pasal 11 (3)
	Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah

irigasi.

	4
	Pasal 12 (1)
	Komisi irigasi kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/walikota.

	
	Pasal 12 (2)
	Keanggotaan komisi irigasi terdiri dari wakil pemerintah kabupaten/kota dan wakil nonpemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

	
	Pasal 12 (3)
	Komisi irigasi kabupaten/kota membantu bupati/walikota dengan tugas:

a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;

b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam kabupaten/kota;

c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;

d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;

e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan

f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

	5
	Pasal 13 (1)
	Komisi irigasi provinsi dibentuk oleh gubernur.

	
	Pasal 13 (2)
	Keanggotaan komisi irigasi beranggotakan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil pemerintah provinsi, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi denganprinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

	
	Pasal 13 (3)
	Komisi irigasi provinsi membantu gubernur dengan tugas:

a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;

b. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;

c. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya; dan

d. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.

	6
	Pasal 14 (1)
	Komisi irigasi antar provinsi dapat dibentuk oleh para gubernur yang bersangkutan.

	
	Pasal 14 (2)
	Keanggotaan komisi irigasi beranggotakan wakil pemerintah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas provinsi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

	
	Pasal 14 (3)
	Komisi irigasi antarprovinsi membantu gubernur terkait dengan tugas:

a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;

b. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;

c. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya; dan

d. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi.

	7
	Pasal 15 (1)
	Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi ditetapkan dengan keputusan gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

	
	Pasal 15 (2)
	Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi antarprovinsi ditetapkan dengan keputusan bersama antar gubernur yang bersangkutan.

	
	Pasal 15 (3)
	Pedoman mengenai komisi irigasi provinsi, komisi irigasi antarprovinsi, komisi irigasi kabupaten/kota, dan forum koordinasi

daerah irigasi ditetapkan dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

	II. Wewenang dan tanggungjawab

	1
	Pasal 20
	Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;

b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan

c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

	III. Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi

	1
	Pasal 26 (1)
	Partisipatif masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambil keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan reehabilitasi

	
	Pasal 26 (2)
	Partisipasi masyarakat petani dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.

	
	Pasal 26 (3)
	Partisipasi masyarakat petani dilakukan secara perseorangan atau melalui perkumpulan petani pemakai air.

	
	Pasal 26 (4)
	Partisipasi masyarakat petani didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

	
	Pasal 26 (5)
	Partisipasi masyarakat petani dapat disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.

	2
	Pasal 27
	Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

	IV. Pengelolaan Air Irigasi

	1
	Pasal 44 (1)
	Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air 

	
	Pasal 44 (2)
	Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air.

	
	Pasal 44 (3)
	Penggunaan air irigasi diluar saluran tersier dan kuarter yang telah ditetapkan P3A dilakukan dengan izin dari pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

	V. Pengelolaan Jaringan Irigasi

	1
	Pasal 56 (2)
	Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.


	
	Pasal 56 (3)
	Perkumpulan petani pemakai air dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

	
	Pasal 56 (5)
	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

	2
	Pasal 57
	Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

	3
	Pasal 63 (2)
	Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.

	
	Pasal 63 (3)
	Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

	V. Pembiayaan

	1
	Pasal 74 (2)
	Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

	2
	Pasal 78 (1)
	Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.


2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintan Daerah Kabupaten/Kota. 
Penjelasan PP No. 38 tahun 2007 dinyatakan bahwa terkait dengan masalah penetapan kebijakan pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air maka air irigasi menjadi urusan pertanian, dimana pemerintah propinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air. Sementara bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT) dilakukan oleh  Dinas Kabupaten.

3. Permen PU Nomor 30/PRT/M/2007  tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif 

Permen ini merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dan pengguna jaringan irigasi lain dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. 

Ruang lingkup pengaturan dalam Permen ini meliputi prinsip partisipasi, partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, syarat dan tata laksana partisipasi, serta pemantauan (monitoring) dan evaluasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif.
Tabel 2 Kelembagaan pengelolaan irigasi dalam Permen PU No. 30/PRT/M/2007

	No 
	URAIAN

	I. Prinsip Partisipasi

	1
	Pasal 3
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian diselenggarakan secara partisipatif dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.

	2
	Pasal 4 (2)
	P3A mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier


	3
	Pasal 5
	Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringanirigasi primer dan sekunder dilaksanakan dengan prinsip:

a. Sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.

b. Kebutuhan , kemampuan, dan kondisi ekonomi, social dan budaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; dan

c. Bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

	4
	Pasal 6
	Dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya wajib membuka kesempatan seluas-luasnya, serta mendorong masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A untuk berpartisipasi dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan semangat kemitraan dan kemandirian.

	5
	Pasal 8 (1)
	Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder berupa pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.

	6
	Pasal 8 (2)
	Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, materialdan dana.

	II. Partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam Pengembangan Sistem Irigasi

	1
	Pasal 11 (4) 
	Usulan, saran, persetujuan atau penolakan dari masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam hal konsultasi publik disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota dan wakil masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagai dasar pelaksanaan berikutnya.

	2
	Pasal 11 (5)
	Dalam hal masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A menolak usulan, saran tersebut, rencana pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi ditangguhkan.

	3
	Pasal 11 (6)
	Penolakan tersebut disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh wakil pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dan wakil masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.

	III. Partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam Pengelolaan Sistem Irigasi

	1
	Pasal 21 
(1 dan 2)
	Masyarakat petani dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan kemampuannya disalurkan melalui P3A/GP3A/IP3A

	2
	Pasal 22 (2)
	Dalam pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, IP3A/GP3A/P3A dapat berpartisipasi dalam pengajuan usulan rencana tata tanam, pengajuan kebutuhan air, pemberian masukan mengenai pengubahan rencana tata tanam, 
pengubahan pola tanam, pengubahan jadwal tanam, dan pengubahan jadwal pemberian/ pembagian air pada sumber air.

	3
	Pasal 25 (2)
	Masyarakat petani dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengamanan jaringan irigasi primer dan jaringan irigaSI sekunder pada daerah irigasi dalam wilayahnya.

	4
	Pasal 25 (3)
	Masyarakat petani baik secara perseorangan maupun berkelompok dapat melakukan pekerjaan pearbaikan darurat dan melaporkan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada penanggungjawab kegiatan pemeliharaan.

	IV. Persyaratan dan Tata Laksana Partisipasi

	1
	Pasal 27 (1)
	Partisipasi masyarakat petani dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dilaksanakan melalui kelompok petani pada setiap desa.

	2
	Pasal 27 (2)
	Partisipasi masyarakat petani dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dilaksanakan melalui; (a) P3A/GP3A/IP3A, (b) Organisasi adat pengelolaan irigasi.

	3
	Pasal 28 (1)
	Masyarakat petani dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder melalui P3A/G3A/IP3A di wilayah kerja masing-masing.

	4
	Pasal 28 (2)
	Dalam hal P3A/G3A/IP3A belum terbentuk, masyarakat petani harus membentuk P3A/G3A/IP3A secara demokratis, transparan, dan berkeadilan pada tiap daerah irigasi untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan rehabilitrasi jaringan iraigasi primer dan sekunder.

	5
	Pasal 28 (3)
	Partisipasi P3A/G3A/IP3A dapat dilakukan setelah P3A/G3A/IP3A melaksanakan tanggungjawabnya dalam pengelolaan iarigasi irigasi tersier


4. Peraturan Menteri PU Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi

Ruang lingkup pengaturan dalam Permen ini meliputi:

1. kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi komisi irigasi

2. susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja komisi irigasi

3. hubungan kerja antar komisi irigasi

4. pembiayaan
Tabel 3 Beberapa hal yang diatur dalam Permen PU No. 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi
	No.
	URAIAN

	1
	Pasal 15 (1)
	Pengurus komisi irigasi terdiri atas:

a. ketua

b. ketua harian

c. sekretaris

d. ketua bidang bila diperlukan

e. anggota

	2
	Pasal 15 (2)
	Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi.

	3
	Pasal 15 (3)
	Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala dinas yang membidangi irigasi.

	4
	Pasal 15 (4)
	Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. sekretaris I yang dijabat oleh kepala sub-dinas yang membidangi pengembangan dan pengelolaan irigasi; dan

b. sekretaris II yang dijabat oleh kepala sub-dinas atau kepala seksi yang membidangi pemanfaatan 

	5
	Pasal 15 (5)
	Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diketuai oleh wakil/unsur nonpemerintah dari wakil/unsur perkumpulan petani pemakai air atau pengguna jaringan irigasi lain.

	6
	Pasal 15 (6)
	Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikelompokkan sesuai dengan kelompok bidang yang diperlukan dan disepakati.

	7
	Pasal 19 (1)
	Komisi irigasi dalam pelaksanaan tugasnya difasilitasi oleh sekretariat komisi irigasi yang dipimpin oleh kepala sekretariat. 

	8
	Pasal 19 (2)
	Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua komisi irigasi melalui sekretaris komisi irigasi. 

	9
	Pasal 19 (3)
	Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh ketua atas usulan ketua harian dan bekerja secara penuh waktu.

	10
	Pasal 19 (4)
	Pelaksanaan kegiatan sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari dinas yang membidangi  irigasi.

	11
	Pasal 19 (5)
	Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari dinas yang membidangi pembangunan daerah, dinas irigasi, dan/atau yang membidangi pertanian. 

	12
	Pasal 20 (1)
	Susunan organisasi sekretariat komisi irigasi ditetapkan oleh ketua harian komisi irigasi.

	13
	Pasal 39 (1)
	Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan komisi irigasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan pada satuan kerja di tempat sekretariat komisi irigasi berbeda.

	14
	Pasal 39 (2)
	Sekretariat menyiapkan rencana kebutuhan biaya operasional komisi irigasi untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di daerah masing-masing.

	15
	Pasal 39 (3)
	Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional komisi irigasi dilakukan oleh sekretariat melalui satuan kerja di tempat sekretariat komisi irigasi berada.


5. Peraturan Menteri PU Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A 

Pedoman ini merupakan acuan bagi semua pihak yang melakukan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.

Pedoman pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan P3A/GP3A/IP3A dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
Tabel 4 Kelembagaan pengelolaan irigasi (P3A) dalam Peraturan Menteri PU 
No. 33/PRT/M/2007
	No 
	URAIAN

	Pembentukan P3A/GP3A/IP3A

	1
	Pasal 5 (1) 
	Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.

	2
	Pasal 5 (2) 
	Pembentukan P3A dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnnya dua per tiga dari jumlah petani pemakai air dalam satu blok layanan tersier

	3
	Pasal 5 (3) 
	Pembentukan P3A dapat difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah praovinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pihak lain

	4
	Pasal 6 (1)
	Pembentukan P3A dilakukan dengan cara:

a. Mengadakan kesaepakatan bersama untuk membentuk P3A;

b. Menyusun kepengurusan P3A.

	5
	Pasal 11(1)
	Anggota P3A terdiri atas petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pelayanan petak

tersier, irigasi pompa, dan irigasi perdesaan yang mencakup pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.

	6
	Pasal 12 (1)
	Susunan organisasi P3A, GP3A dan IP3A terdiri atas rapat anggota, pengurus dan anggota, dimana rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi P3A, GP3A dan IP3A

	7
	Pasal 13(1) dan Pasal 14 (1)
	Organisasi P3A, GP3A dan IP3A wajib menyusun anggaran dasar (AD) dan Anggaran rumah tangga (ART) dimana AD dan ART disusun berdasarkan kemampuan petani


5.1.2 Instansi pemerintah 

1. Jawa Timur
Struktur organisasi dinas/cabang dinas pengairan:
Kepala Dinas - Kepala Bidang SDA - KASI Pembinaan - Kepala UPTD - Staff Kantor - Juru Pengairan- Pegawai tidak tetap dan tenaga honorer
Dari hasil wawancara dengan kepala UPTD Perak, DI Mrican Kanan, Jombang Jawa Timur diketahui bahwa salah satu tugas dari UPTD adalah membantu Panitia Irigasi Kecamatan dalam menggerakan anggota HIPPA untuk bergotong royong dalam kegiatan pemeliharaan jaringan tersier dan perbaikan darurat pada jaringan utama, namun pada kenyataannya masih ada P3A yang sering tidak menghiraukan dan mengerjakan tugasnya dalam pemeliharaan sesuai dengan tupoksi mereka bahkan terkadang pemeliharaan sering dilakukan langsung oleh juru pengairan. 

Kegiatan operasi yang dilakukan oleh UPTD adalah pembagian air dan pengumpulan data mengenai luas tanaman kerusakan tanaman dan data musiman. Permasalahan yang dihadapi adalah bila terjadi kekurangan air maka terjadi pengambilan air yang bukan gilirannya, minimnya tenaga (PPA) sehingga banyak bantuan dari HIPPA.
Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh UPTD adalah menjaga fungsi bangunan dan saluran, membersihkan rumput, mengeduk wallet dan lain sebagainya. Permasalahannya adalah tenaga operasional yang kurang, adanya kunci dan gembok yang hilang hingga mengganggu tugas operasi baik pengendalian banjir maupun pembagian air. 
Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh UPTD adalah rehabilitasi ringan melalui iuran anggota, sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah minimnya anggaran apabila adanya rehabilitasi besar selain itu realisasi perbaikan yang turun belum semuanya mewakili usulan yang disampaikan.
2. Sulawesi Selatan

Pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh Dinas PSDA telah dilakukan secara pertisipatif. Dalam PP No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA Pasal 44 (1) dinyatakan bahwa Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau pengelola sumber daya air dapat melibatkan peran masyarakat.
Untuk mendampingi pelaksanaan pengelolaan air di lapangan telah direkrut Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang bertugas sebagai pemandu teknik irigasi. Sementara untuk membantu pelaksanaan pemeliharaan, direkrut pekarya.
Dinas PSDA di daerah mengurusi bidang teknik irigasi sementara anggaran bagi pelaksanaan OP jaringan berdasarkan Angka Kebutuhan Nyata operasi Pemeliharaan (AKNOP).  
Sulawesi Selatan telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi No. 3 tahun 2009 tentang Irigasi. Selain itu, koordinasi antara PSDA dengan Pertanian dan Bappeda dalam melaksanakan pengelolaan irigasi pun telah terjalin baik.  

5.1.3 Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
1. Jawa Timur

1) P3A yang berada pada daerah irigasi yang ketersediaan airnya tercukupi cenderung pasif dalam kegiatan OP dan organisasinya tidak berkembang.
2) P3A yang wilayah kerjanya mempunyai ketersediaan air irigasi yang terbatas, umumnya mempunyai organisasi yang kuat dan berkembang dengan baik dalam hal operasi pemeliharaan maupun rasa memiliki terhadap lembaga yang menaunginya.
3) Pelaksanaan pembiayaan dilakukan dengan cara pemungutan berupa IPAIR, dengan besaran beragam tergantung dari hasil kesepakatan yang ditetapkan pada rapat anggota P3A. Iuran bisa berupa hasil panen maupun uang per besaran sawah yang dimiliki anggota P3A.

4) P3A cenderung kesulitan dalam hal pembiayaan, masih terdapat anggota P3A yang  keberatan untuk membayar iuran IPAIR tersebut, khususnya bagi petani yang mempunyai lahan sawah sempit, mereka merasa terbebani oleh iuran tersebut. Namun ada pula anggota yang tidak mempermasalahkan adanya iuran tersebut dengan alasan iuran tersebut digunakan untuk kepentingan P3A itu sendiri.
2. Sulawesi Selatan

1) P3A terlibat secara langsung dalam pengelolaan air irigasi (partisipatif).

2) Terkadang P3A dibentuk tidak berdasar atas kepentingan dalam mengelola air irigasi, melainkan juga untuk membuka peluang agar P3A tersebut dapat memperoleh bantuan (lebih berorientasi pada proyek). 
3) Kegiatan P3A tidak hanya mencakup teknik irigasi namun juga pemberdayaan gender.
4) Pengambilan air yang dilakukan oleh petani disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk pemeliharaan, dilakukan kerja bakti setiap menjelang musim tanam. Sanksi lokal telah diterapkan, misalnya bila ada petani yang mencoba membobol saluran. 
5) Pembiayaan P3A berasal dari pungutan 2 kali setahun (tercantum dalam AD/ART), namun dalam pelaksanaannya hanya 1 kali setahun. Selain itubantuan pembiayaan juga diperoleh dari kemitraan dengan pemerintah dan swasta. Anggaran yang diperoleh digunakan untuk pembiayaan operasional, administrasi dll. 
6) P3A biasa melakukan musyawarah bersama (tudang sipulung) dalam menentukan rencana tata tanam ataupun pembagian air saat terjadi kekurangan/kelebihan air. Kegiatan ini telah menjadi kebiasaan yang dilakukan semenjak dahulu (menjadi kearifan lokal). selain itu, kearifan lokal lain yang masih dilaksanakan di Sulawesi Selatan adalah Pinatih (tokoh adat) yang biasanya memberikan masukan kapan waktu yang tepat untuk mulai bertanam.
5.1.4 Komisi Irigasi
1. Jawa Timur

Berdasarkan hasil studi lapangan, diketahui bahwa Komisi Irigasi di Kab. Jombang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Komisi irigasi yang ada dan masih berjalan adalah komisi irigasi tingkat provinsi. 
2. Sulawesi Selatan

Berbeda dengan kondisi di Sulawesi Selatan dimana Komisi Irigasi kabupaten dan propinsi telah terbentuk. Pembiayaan untuk kegiatan Komisi Irigasi dimasukkan ke dalam anggaran Dinas PSDA (Seksi Kelembagaan), anggaran tersebut digunakan untuk membiayai operasional rapat Komisi Irigasi.

Komisi Irigasi mengatur penyusunan Rencana Tata Tanam, selain itu juga membantu menyelesaikan konflik yang ada serta penyusunan perundangan. 
Keanggotaan komisi irigasi provinsi terdiri atas:

1) wakil dari pemerintah

2) wakil dari pemerintah provinsi

3) wakil dari P3A pada DI kewenangan pemerintah dan pemerintah provinsi

4) wakil dari kelompok pengguna air irigasi lainnya; dan

5) wakil dari komisi irigasi kabupaten/kota

Adapun struktur organisasi komisi irigasi adalah sebagai berikut: 

Ketua

: Kepala BAPPEDA/KAB

Ketua Harian
: Kepala Dinas PSDA
Sekretaris I
: Kepala Bidang SDA 

Sekretaris II
: Kepala Bidang Usaha Tani Dinas Pertanian

Anggota
:
Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Koperasi, Kepala Bagian Sumber daya  alam, Kepala Bagian Hukum, Direktur PDAM, Ketua Gabungan HIPPA.

5.2 Pembahasan
Kelembagaan pengelolaan irigasi memiliki tiga fungsi utama, yaitu: (i) fungsi pemeliharaan infrastruktur; (ii) fungsi alokasi; dan (iii) fungsi manajemen konflik. Fungsi pemeliharaan merupakan peran kelembagaan pengelolaan irigasi dalam memelihara jaringan irigasi yang ada. Fungsi alokasi terkait dengan mekanisme pengaturan air irigasi di lapangan. Semenatara fungsi manajemen konflik terkait dengan upaya penanganan masalah yang timbul dalam pengelolaan irigasi. 

Bila kelembagaan berjalan dengan baik maka fungsi alokasi di lapangan akan berjalan dengan baik pula. Konflik dapat timbul tidak hanya saat air kurang, namun juga saat air berlebih. Seiring dengan perkembangan irigasi serta pergeseran kewenangan birokrasi dari waktu ke waktu, diduga bahwa ketiga fungsi utama tersebut mengalami sedikit penurunan. 

Fungsi pemeliharaan merupakan prakondisi bagi sistem untuk dapat berfungsi dengan baik sehingga akan sangat berperan dalam menjaga keberlanjutan irigasi. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi maka rasa memiliki dan tanggung jawab dari petani/masyarakat terhadap keberlanjutan irigasi pun akan lebih besar. Hal tersebut juga dapat meningkatkan efisiensi pembiayaan pemerintah. 
Fungsi alokasi saat ini diduga menjadi tidak begitu efektif karena lebih sulit dalam meramalkan kondisi ketersediaan air terkait dengan perubahan iklim. Selain itu, dengan kondisi infrastruktur yang cenderung mengalami degradasi menyebabkan menurunnya fungsi alokasi sehingga diperlukan upaya-upaya untuk merevitalisasi kelembagaan pengelolaan irigasi di lapangan. Diduga bahwa pemeliharaan yang tidak berjalan baik akan menyebabkan fungsi alokasi dan fungsi manajemen konflik juga tidak dapat berjalan.
Penjabaran fungsi kelembagaan pengelolaan irigasi yang ada di lapangan disajikan dalam Tabel 5 dan penjabaran lebih lengkap dijelaskan dalam sub bab pembahasan ini.
Tabel 5 Fungsi kelembagaan pengelolaan irigasi
	Fungsi Kelembagaan
	Uraian
	Kondisi di Lapangan

	Pemeliharaan Infrastruktur
	Kelembagaan pengelolaan irigasi berfungsi dalam memelihara jaringan irigasi yang ada. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
	Komisi Irigasi bertugas merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi. Selain itu, juga bertugas merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Kendala yang ditemukan adalah kurangnya SDM untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan di lapangan. Di samping itu Komisi Irigasi dalam pengelolaan jaringan irigasi adalah merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi.

	Alokasi
	Kelembagaan pengelolaan irigasi berfungsi dalam pengaturan air irigasi di lapangan. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi. Pembagian air irigasi irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau sekunder ke petak tersier. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
	Kegiatan operasi sebagai fungsi alokasi yang dilakukan komisi irigasi adalah merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya. Dinas yang membidangi irigasi serta P3A pun telah turut melaksanakan operasi irigasi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Permasalahan yang dihadapi adalah ketersediaan air yang terbatas sehingga mengakibatkan pasokan air menjadi terganggu terutama pada saat musim garap dan tanam.

	Manajemen Konflik
	Fungsi manajemen konflik terkait dengan upaya penanganan masalah yang timbul dalam pengelolaan irigasi
	Konflik yang biasa ditemui di lapangan tidak hanya terkait masalah pembagian air saja, namun termasuk pula masalah lainnya yang timbul dalam kaitannya dengan pengelolaan irigasi. 


5.2.1 Instansi pemerintah 

Berdasarkan hasil dari lapangan, diketahui bahwa instansi pemerintah yang membidangi irigasi (Dinas PSDA) telah melakukan ketiga fungsi kelembagaan. 

Dinas PSDA di Jawa Timur (Jombang) telah melaksanakan fungsi pemeliharaan infrastruktur dan alokasi. Kegiatan tersebut dilakukan oleh seluruh tenaga pengairan yang ada baik PNS maupun tenaga kontrak dengan mekanisme kerja yang telah tersusun program kerja rutin pada masing-masing juru pengairan. 
Kendala yang ditemukan dalam melaksanakan fungsi alokasi (operasi) dan pemeliharaan yang dihadapi UPTD adalah kurangnya SDM untuk memenuhi kebutuhan Juru Pengairan di lapangan, idealnya setiap 450-750 ha terdapat 1 Juru Pengairan, pada kenyataannya 1 Juru menangani lebih dari 2000 ha, sehingga UPTD meminta kerjasama dari GHIPPA/HIPPA untuk berperan aktif dalam melakukan tugas operasi dan pemeliharaan. Permasalahan lain timbul ketika GHIPPA sulit untuk diajak bekerjasama/gotong royong dalam melakukan OP irigasi sehingga tidak jarang Juru juga menangani pemeliharaan saluran yang ada di wilayah kerjanya. Sampai saat ini masih dicari cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. 
Berbeda dengan kondisi di Sulawesi Selatan, dimana P3A sudah mau berpartisipasi aktif dalam membantu pelaksanaan OP irigasi. Selain itu untuk mendampingi pelaksanaan pengelolaan air di lapangan telah diangkat Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang bertugas sebagai pemandu teknik irigasi. Permasalahan yang sama terkait dengan jumlah SDM yang masih kurang, untuk membantu pelaksanaan pemeliharaan, dipekerjakan pekarya. Dengan demikian fungsi manajemen konflik dari Dinas PSDA sudah cukup baik.
Terkait dengan pembinaan P3A yang dalam penjelasan PP No. 38 tahun 2007 seharusnya berada di bawah Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, namun dengan adanya koordinasi yang baik antara Pertanian dan PSDA di lapangan pembagian tugas dan wewenangnya lebih jelas. 
Dinas PSDA bertugas untuk memberi pembinaan terkait dengan teknik irigasi, sementara pertanian membina petani (P3A) dalam kaitannya dengan masalah budidaya pertanian serta irigasi gender. 
Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan koordinasi yang baik maka pelaksanaan pengelolaan air irigasi menjadi lebih baik.   

5.2.2 Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Keberhasilan suatu proyek irigasi bergantung pada seberapa besar partisipasi aktif dan kerjasama dari para petani. Oleh karenanya, kelompok petani seperti perkumpulan petani sebaiknya diatur, lebih baik lagi dengan adanya inisiatif petani, dan bila memang dibutuhkan pembinaan awal dapat diberikan pemerintah untuk membantu mencapai tujuan proyek irigasi. Teknisi irigasi tidak dapat mengoperasikan dan memelihara dengan baik sistem irigasi sendiri (Ostrom, 1992). 
Karakteristik ideal perkumpulan petani, dalam hal ini P3A/GP3A/IP3A menurut PP 20 tahun 2006:

1. Mempunyai struktur kepengurusan lengkap yang terpilih secara demokratis dengan kepemimpinan yang dapat bertindak sebagai fasilitator untuk mencapai tujuan bersama, yaitu untuk P3A adalah tercapainya produktivitas komoditi pertanian dalam rangka memenuhi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan untuk GP3A/IP3A dapat berfungsi sebagai fasilitator dan mitra kerja dengan pemerintah dalam pengelolaan irigasi di jaringan utama

2. Mempunyai AD/ART yang disusun bersama dan disahkan oleh pengadilan Negeri setempat sebagai suatu badan hukum.

3. Mempunyai visi, misi dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah disusun 

4. Mempunyai sarana dan prasarana komunikasi antar anggota

5. Mempunyai teknologi adaptif yang berkesuaian dengan lingkungan dan masyarakat setempat.

6. Mempunyai sumberdana secara berkelanjutan untuk melaksanakan tugasnya.

7. Mempunyai akses untuk memperoleh pasok sumberdaya dan fasilitasi dengan pihak luar.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, diperoleh informasi terkait implementasi P3A di lapangan dibandingkan dengan teori yang ada dalam Permen PU No. 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A berlaku seperti pada tabel berikut:
Tabel 6 Sandingan teori dan implementasi mengenai pemberdayaan P3A
	Pasal (ayat)
	TEORI KELEMBAGAAN
	IMPLEMENTASI

	Pasal 5 (1) 
	Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
	Masih banyak P3A yang pembentukannya hanya sebagai formalitas saja sehingga masih banyak kenyataan di lapangan bahwa terdapat P3A yang ada namanya tetapi tidak ada wujudnya.

	Pasal 5 (2) 
	Pembentukan P3A dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnnya dua per tiga dari jumlah petani pemakai air dalam satu blok layanan tersier
	Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kebanyakan pembentukan P3A masih bersifat top down dimana pembentukannya dilakukan oleh pemerintah terkait dengan adanya kebijakan untuk membentuk kelembagaan masyarakat  petani yang disebut P3A/GP3A/IP3A. Ada pula kelembagaan yang pembentukannya bersifat bottom up, hal ini berkaitan dengan adanya kelembagaan irigasi tradisional, dengan alasan masyarakat petani yang mempunyai visi dan misi yang sama dalam pengelolaan air irigasi di wilayahnya sehingga terbentuklah model kelembagaan irigasi tradisional. 

	Pasal 5 (3) 
	Pembentukan P3A dapat difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pihak lain
	

	Pasal 6 (1)
	Pembentukan P3A dilakukan dengan cara:

1) Mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk P3A;

2) Menyusun kepengurusan P3A.
	


Partisipasi P3A di lapangan sudah baik, P3A dilibatkan mulai dari perencanaan irigasi hingga pelaksanaan OP (menjalankan fungsi pemeliharaan dan alokasi). Namun terkadang hal tersebut dapat menjadi permasalahan ketika P3A lebih condong menjadikan organisasinya sebagai sarana untuk memperoleh proyek pekerjaan irigasi. Selain itu, banyaknya bantuan baik dari pemerintah maupun sumber lainnya terkadang menyebabkan kurangnya kemandirian P3A. Oleh karena itu perlu dibuat mekanisme yang lebih baik dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sehingga tidak mengurangi kemandirian petani. Bantuan dana sebaiknya tidak diberikan langsung ke petani/P3A, namun perlu ada koordinasi dengan dari lembaga legal, perangkat desa misalnya.

Selain itu sangat perlu ditanamkan bahwa dalam pelaksanaan OP irigasi, partisipasi P3A harus bersifat sukarela, berdasarkan musyawarah dan mufakat; sesuai kondisi ekonomi, sosial, dan budaya; dan bukan untuk tujuan komersial/mencari keuntungan. Untuk itu, pemerintah perlu membangun pendekatan kemitraan dengan masyarakat/P3A dan memberdayakan petani sehingga petani dapat lebih mendiri dan mengerti kebutuhannya sendiri. Dengan begitu, maka petani yang akan lebih mandiri dan lebih aktif dalam mencari bantuan fasilitasi ke instansi pemerintah yang sesuai dengan kebutuhannya.
Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi maka rasa memiliki dan tanggung jawab dari petani/masyarakat terhadap keberlanjutan irigasi pun akan lebih besar. Hal tersebut juga dapat meningkatkan efisiensi pembiayaan pemerintah. 

Pelaksanaan pengelolaan air irigasi di lapangan oleh P3A ternyata masih menerapkan beberapa kebiasaan (kearifan lokal) yang telah dikenal sejak jaman dahulu kala. Misalnya, di Sulawesi Selatan biasa dikenal Tudang Sipulung dan pinatih.  Tudang Sipulung, yaitu musyawarah (duduk bersama) antar petani, pengurus desa dan pengelola air irigasi untuk mengatur rencana tata tanam ataupun permasalahan lain yang timbul di lapangan (fungsi manajemen konflik kelembagaan). Tidak hanya di tingkat P3A/desa, Tudang Sipulung juga dilakukan oleh dinas-dinas di lingkungan Pemda Sulawesi Selatan. Sementara Pinatih adalah tokoh adat yang biasanya memberikan masukan kapan waktu yang tepat untuk mulai bertanam. Seperti halnya di Jawa Timur, menentukan waktu mulai tanam pun masih didasarkan pada kepercayaan terhadap kondisi alam. Selain itu, kebiasan bergotong royong pun masih kuat diterapkan di lapangan.
Berdasarkan hal tersebut, kearifan lokal memang merupakan hal yang penting untuk tetap dilestarikan dan diadopsi selama tidak memberikan dampak buruk bagi pengelolaan air irigasi saat ini dan di masa mendatang.
5.2.3 Komisi Irigasi

Kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Irigasi dalam pengelolaan jaringan irigasi adalah merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan gambaran bahwa komisi irigasi telah melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan (pemeliharaan dan alokasi). Kegiatan operasi sebagai fungsi alokasi yang dilakukan adalah merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya. Permasalahan yang dihadapi adalah ketersediaan air yang terbatas sehingga mengakibatkan pasokan air menjadi terganggu terutama pada saat musim garap dan tanam. 

Sementara kegiatan yang dilakukan untuk pemeliharaan adalah merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi. Permasalahannya adalah keterbatasan anggaran Pemkab sehingga tidak bisa memenuhi seluruh usulan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi, serta kurangnya tenaga dinas dilapangan untuk memelihara jaringan irigasi.

Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan adalah merekomendasikan pada pemerintah/Pemkab lokasi untuk infrastruktur yang perlu direhabilitasi sesuai dengan dampak yang akan ditimbulkan apabila kerusakan tidak segera ditangani. 
Selain itu, komisi irigasi juga menjalankan fungsi manajemen konflik, terutama dalam kaitannya dengan pengalokasian air di saat musim kemarau, ataupun membantu penyelesaian masalah-masalah lainnya yang timbul dalam kaitannya dengan pengelolaan irigasi.

Berdasarkan Permen PU No. 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi Pasal 15 ayat 2 sampai dengan ayat 6 dijelaskan bahwa anggota komisi irigasi terdiri dari berbagai institusi. Hal tersebut menyebabkan sulitnya koordinasi sehingga komisi irigasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.  
Selain itu, masalah lain yang biasanya muncul adalah terkait dengan pembiayaan. Berdasarkan Pasal 39 (1) dinyatakan bahwa seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan komisi irigasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan pada satuan kerja di tempat sekretariat komisi irigasi berbeda. Meskipun terkadang anggaran yang tersedia relatif kurang untuk memenuhi kebutuhan operasional komisi irigasi.

Untuk itu maka perlu disusun payung hukum yang jelas mengatur mengenai kelembagaan komisi irigasi dan koordinasi antar instansi yang terjalin dengan baik. Dengan dua upaya tersebut diharapkan kinerja komisi irigasi baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat berjalan optimal.
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan

Kelembagaan pengelolaan irigasi memiliki tiga fungsi utama, yaitu: (i) fungsi pemeliharaan infrastruktur; (ii) fungsi alokasi; dan (iii) fungsi manajemen konflik. 
1. Fungsi pemeliharaan infrastruktur sebagian besar mengalami kendala terkait ketersedian SDM di lapangan sehingga pelaksanaan OP kurang maksimal. Untuk itu kinerja SDM yang ada perlu terus ditingkatkan kompetensinya selain itu penambahan jumlah SDM, misalnya melalui tenaga pendamping masyarakat dapat juga diupayakan. 

2. Fungsi alokasi, permasalahan yang biasanya dihadapi saat ini adalah ketersediaan air yang terbatas sehingga mengakibatkan pasokan air menjadi terganggu terutama pada saat musim garap dan tanam. Untuk itu, perlu mulai dibudayakan penerapan irigasi hemat air agar masalah alokasi air dapat ditekan. Selain itu, kondisi bangunan (misalnya bangunan ukur dan bagi) di lapangan juga akan sangat mempengaruhi efektifitas alokasi air irigasi.  
3. Fungsi manajemen konflik, dengan adanya kelembagaan pengelolaan irigasi diharapkan konflik yang biasa ditemui di lapangan seperti masalah pembagian air serta masalah lainnya yang timbul dalam kaitannya dengan pengelolaan irigasi dapat teratasi. 
6.2 Saran

1. Peraturan daerah sangat dibutuhkan untuk mengatur mekanisme pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh Institusi Pemerintah yang terkait dengan pengelolaan irigasi, Komisi Irigasi maupun P3A.

2. Koordinasi antar kelembagaan pengelolaan irigasi harus terjalin dengan baik.

3. Kearifan lokal perlu dipertimbangkan saat pembentukan P3A dan dicantumkan dalam AD dan ART saat pembentukan P3A.
4. Pemerintah perlu membangun pendekatan kemitraan dengan masyarakat/P3A dan memberdayakan petani sehingga petani dapat lebih mendiri dan mengerti kebutuhannya sendiri.
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